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ABSTRAK 
Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 adalah 
bukti nyata permasalahan hukum yang terjadi dalam kaitan perlindungan hak cipta 
di Indonesia. Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga manajemen 
kolektif merasa dirugikan terhadap kegiatan eksploitasi ciptaan karya musik 
dalam bentuk Ring Back Tone yang dilakukan oleh PT. Telkomsel. Pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya berdasarkan kedudukan 
hukum/legal standing YKCI dalam mengajukan gugatan di pengadilan. 
Sedangkan substansi perkara dari putusan tersebut tidak dipertimbangkan oleh 
hakim. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kasus ini seperti 
apakah PT. Telkomsel memang telah melanggar hak cipta dalam hal pembayaran 
royalti seperti yang dituduhkan oleh YKCI. Sungguh ironi dalam rangka 
perlindungan hak cipta hakim tidak membahas substansi sebagai pertimbangan 
dalam memutus perkara tersebut yang sebenarnya dapat menambahkan wawasan 
kepada masyarakat dan sebagai bentuk perlindungan hak cipta yang selama ini 
dirasa kurang di Indonesia.  
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ABSTRACT 
Case in Supreme Court Decision No. 18 K / N / IPR / 2007 are clear evidence of 
legal issues in relation to copyright protection in Indonesia. Cipta Karya Indonesia 
as a collective management organization to feel aggrieved against exploitation 
activities creation of musical works in the form of Ring Back Tone conducted by 
PT. Telkomsel. Consideration of the judge in deciding the case based solely on 
the legal position / YKCI legal standing in filing a lawsuit in court. While the 
substance of the case of the decision is not taken into consideration by the judge. 
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This raises many questions about the case as if the PT. Telkomsel has indeed been 
violated copyright in terms of royalty payments as alleged by YKCI. Irony in 
order to judge copyright protection does not address the substance as a 
consideration in deciding the case the actual can add insight to the community and 
as a form of copyright protection that have been deemed less in Indonesia. 




Sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan 
kebudayaan yang kaya, Indonesia memiliki potensi nasional berupa hasil-hasil 
karya intelektual yang dapat dan harus dilindungi oleh Undang-Undang. 
Kekayaan seni dan kebudayaan tersebut seharusnya tidak hanya dimanfaatkan 
untuk kepentingan seni dan budaya itu sendiri melainkan juga dapat dimanfaat 
bagi si pencipta untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
Dalam era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini segala hasil 
karya intelektual seseorang seharusnya dihormati serta dihargai dengan cara 
negara memberikan suatu perlindungan kepada mereka yang memiliki hak atas 
kekayaan intelektual. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi 
penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (software) dan 
ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai 
dirasakan di Indonesia.1  Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU HCI). Undang-Undang Hak Cipta 
tersebut merupakan suatu wujud penghargaan terhadap hasil karya intelektual 
seseorang serta suatu bentuk perlindungan hukum bagi hasil cipta dan pencipta 
suatu karya intelektual. 
Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan 
menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil 
karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. 
Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan 
                                                          
1Tim Lindsey dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, Alumni 
Bandung,2002,  hal 90 
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pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. 
Untuk membatasi penonjolan kepentingan imdividu, hukum memberi jaminan 
tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem 
HAKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu 
pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.2  
Hak cipta memiliki nilai ekonomis. Dikatakan demikian, karena dari hak 
cipta tersebut dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, 
terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku, 
penerbitan film, rekaman video, foto-foto, serta software komputer. Pelanggaran 
terhadap hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian anggota 
masyarakat untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah 
sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi 
juga merugikan perekonomian pada umumnya.3 
Pada hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak 
untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak ketiga (users) komersial untuk 
dapat ikut menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang 
dilindungi hak cipta. Pemberian izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak 
cipta biasanya disertai dengan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pengguna 
kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan 
tersebut dinamakan royalti.4  
Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang 
hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut kepada pihak ketiga pada umumnya 
dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini 
berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta 
lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan 
mereka.  Namun banyaknya pengguna dan tersebarnya tempat para users 
membuat para pemegang hak cipta (pemberian kuasa) lagu-lagu tersebut 
mengalami kesulitan untuk menarik royalti dari para pemilik usaha atau para 
users. Oleh karena itu maka dibentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk 
                                                          
2 Ibid 
3 Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 
Hukumnya di  Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hal. 158 
4 www. http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/08/tesis-andika-lengkap.html (diakses 
pada tanggal 16 september 2014 pada jam 22.30) 
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mengkoordinasikan pemungutan royalti tersebut yang akhirya terbentuklah 
Yayasan Karya Cipta Indonesia atau disingkat YKCI pada tahun 1991. Ketika 
melaksanakan tugasnya memungut royalti  untuk karya musik dan lagu Indonesia, 
YKCI berlandaskan pada Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku serta 
perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta 
kepada YKCI.  
Secara umum tugas dari YKCI adalah mengumpulkan royalti dari users 
dan menyalurkannya kepada pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa), 
dalam hal ini YKCI bertindak sebagai sebagai pemberi kuasa dalam memberi izin 
kepada pengguna untuk menggunakan lagu yang dikelola oleh YKCI. Jenis musik 
yang terdaftar dalam YKCI meliputi segala jenis lagu, hingga jingle iklan.  
Pemanfaatan karya ciptaan musik yang menjadi objek pelanggaran juga 
telah mengalami perkembangan dari sisi bentuk dan pemanfaatanya, misalnya 
karya cipta musik dijadikan sebagai komoditas yang bisa dijual dan bernilai 
ekonomis oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Kaitan 
dengan indstri telekomunikasi dimana karya cipta musik dijadikan sebagai 
komoditas yang digunakan oleh pihak operator seluler sebagai nada tunggu (Ring 
Back Tone/RBT) yang tentu saja hal itu memerlukan proses perizinan yang 
kompleks kepada pemilik/pemegang hak cipta lagu yang bersangkutan. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, agar tujuan penulisan penelitian hukum ini 
dapat mencapai tujuan tersebut maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai 
berikut :  
1. Bagaimana analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan 
perkara antara YKCI dan PT. Telkomsel dalam putusan MA Nomor 18 
K/N/HAKI/2007 ? 
2. Bagaimana analisa substansi perkara dalam putusan MA Nomor 18 
K/N/HAKI/2007 antara YKCI dan PT. Telkomsel ditinjau dari Undang-Undang 








Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian 
terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian, 
dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber hukum berupa peraturan-peraturan 
hukum yang berlaku, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum 
terkemuka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu 
pendekatan perundang-undangan (statute approach).5 
Hasil Penelitian 
a. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 
K/N/HAKI/2007  
1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) YKCI dalam Mengajukan Gugatan di 
Pengadilan  
YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif sejak didirikan memiliki hak 
dan kewajiban. Dan dari hak yang didapat oleh YKCI tersebut menimbulkan 
kewajiban bagi YKCI yaitu memberikan perlindungan hukum bagi pencipta 
berupa royalti. 
Dasar pertimbangan Majelis Hakim yang pertama adalah mengenai 
kedudukan Dahuri.SE selaku General Manajer/ketua pelaksana harian Yayasan 
Karya Cipta Indonesia (YKCI) dianggap tidak berwenang untuk mewakili 
Yayasan untuk keperluan didalam dan diluar pengadilan. Karena setelah 
dilakukan penyesuaian kepada Undang-Undang yang baru yaitu, Undang-Undang 
No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, maka YKCI hanya 
terdiri dari 3 (tiga) organ, yakni pengurus, pembina dan pengawas. Dari 
pembagian ketiga badan tersebut telah diatur tentang pembagian tugas dan 
wewenang dalam menjalakan aktifitas yayasan, dan dituangkan kedalam rumusan 
Anggaran Dasar Yayasan. Sesuai dengan pembahasan penulis sebelumnya, 
struktur kedudukan YKCI hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta 
                                                          




Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 yang hasil rapat tersebut telah 
dinotariilkan dengan Akta No.2 tanggal 7 Januari 2004. 
2. Pemberian Surat Kuasa 
Didalam perkara tersebut yang mewakili YKCI sebagai Penggugat adalah 
Dahuri selaku General Manager YKCI atas dasar surat kuasa DA-301001 tanggal 
17 Januari 2003 yang diberikan dan ditandatangani  oleh Ketua Umum YKCI 
(Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (Luli Widharmadi). Kemudian 
dilihat dari kewenangan dari General Manajer /Pelaksana Harian YKCI 
dipertegas dan diperinci dalam Anggaran Dasar Akta No.I tertanggal 7 Januari 
2004 Pemohon Kasasi/Penggugat Pasal 16.4 jo 16.5 yaitu :6 
Pasal 16.4 
a. Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal berhakdan 
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili 
Yayasan 
b. Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal tidak hadir atau 
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan 
kepada pihak ketiga maka anggota pengurus lainnya setelah mendapat 
kuasa tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak dan 
berwenang untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. 
Pasal 16.5 
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat di atas 
pasal ini, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau 
lebih Pelaksana Kegiatan sebagai Pengurus Harian Yayasan yang 
melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari dengan memberikan 
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. 
Dilihat dari bunyi isi surat kuasa  DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 
2003 dimana di dalam surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sebagai berikut :7 
 
            ---------------------------------------------KHUSUS---------------------------------- 
Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Karya Cipta 
                                                          
6 Putusan Mahkamah Agung Nomer 18/K/N/HAKI/2007 
7 http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/203711035/bab2.pdf diakses pada tanggal 1   
Desember 2014 pada jam 20.30 
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Indonesia untuk melakukan : 
 
1. Pengurusan operasional kegiatan organisasi managemen kolektif YKCI. 
2. Menandatangani surat-surat keluar baik dengan pra pencipta lagu sebagai anggota YKCI 
maupun dengan pengguna musik. 
3. Menandatangani perjanjian untuk dan atas nama YKCI dengan para anggota YKCI dan 
pengguna musik termasuk penandatanganan sertifikat lisensi YKCI, tanpa mengurangi 
hak dan kewenangan Badan Pengurus untuk melakukannya.Mengadakan hubungan dan 
sekalilgus menunjuk pengacara yang diperlukan untuk menghadapi/menanggulangi 
permasalahan permasalahan dan perkara-perkara yang timbul sehubungan dengan hak 
cipta. 
Dari ketentuan dalam anggaran dasar YKCI tersebut dapat lihat bahwa 
Dahuri selaku Pelaksana Harian/General Manager YKCI adalah merupakan 
pendelegasian kewenangan dengan disertai dengan surat kuasa. Namun apabila 
dalam surat kuasa tersebut tidak menyebut atau mencantumkan pihak yang 
berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa tersebut 
tidak sah. Surat kuasa tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diatur pasal 
123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.8  Kemudian dalam hal 
seseorang yang diberikan surat kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu 
perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapa 
pun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan atau korporasi 
tersebut.9 Sedangkan dalam surat kuasa yang diberikan oleh Ketua umum YKCI 
kepada General Manager jelas tidak disebutkan pihak atau subjek yang 
berperkara maupun objek yang diperkarakan sehingga Bapak Dahuri tidak 
berwenang untuk memberi kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil dalam 
persidangan dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus F.H, SH dan kawan-
kawan yang tercantum dalam surat kuasa tertanggal 14 November 2006 sehingga 
surat kuasa tersebut tidak sah. 
b. Analisa Substansi Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 
K/N/HAKI/2007 
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
                                                          




Dalam kasus ini pelanggaran yang dilakukan oleh Telkomsel atas 
penggunaan Ring Back Tone (RBT) atau Nada Sambung Pribadi (NSP) 
sebenarnya merupakan bagian dari fakta nyata dilapangan yang merupakan 
kendala hak cipta dalam menarik royalti dari para users, telah terjadi 
kesalahpahaman terhadap pemanfaatan ciptaan antara pihak-pihak yang 
berkepentingan didalamnya. 
Pihak Telkomsel dalam hal sebagai pihak ketiga, menurut YKCI 
seharusnya membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu. Hal ini 
dikarenakan Ring Back Tone (RBT) sebenarnya juga merupakan bentuk 
pemanfaatan suatu karya cipta sehingga bagi penggunanya memiliki kewajiban 
untuk membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta dalam hal YKCI yang telah 
diberi kuasa  untuk menarik royalti. 
Namun pihak Telkomsel menganggap bahwa lisensi Hak Pengumuman 
(Performing rights) yang mereka miliki, diberikan oleh pihak Perusahaan 
Rekaman/Publisher karena Produser rekaman juga memiliki Hak Terkait yang 
disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 UUHC  yang berbunyi “Produser Rekaman 
Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain 
yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman 
suara atau rekaman bunyi”. Pada saat proses rekaman dilakukan, pencipta lagu 
telah mengalihkan baik hak Menggandakan (mechanical rights) maupun hak 
Pengumuman (Performing rights) lagu yang mereka ciptakan pada produser 
rekaman dalam sebuah perjanjian kerjasama. 
Hubungan hukum Pencipta dengan Perusahaan Rekaman/Publisher 
berdasarkan dengan surat perjanjian dan kerjasama yang dibuat oleh kedua belah 
pihak dalam proses rekaman sebuah ciptaan musik/lagu. Hubungan hukum 
tersebut tersebut tidak berhenti sampai disitu karena pihak Perusahaan 
Rekaman/Publisher diberikan hak ekslusif untuk melakukan suatu kerjasama 
maupun perjanjian dengan pihak lain/mitra untuk eksploitasi ciptaan pencipta 
dengan sepengetahuan pencipta guna untuk mendapatkan keuntungan tentunya. 
Dalam hal ini kedudukan Telkomsel bukan hanya sebagai user namun Telkomsel 
juga bertindak sebagai pihak ketiga atau mitra yang mempunyai hubungan 
kerjasama dengan pihak Perusahaan Rekaman/publisher. Dimana dalam 
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kegiatannya Perusahaan Rekaman /publisher dengan Telkomsel melakukan 
pengalihwujudan suatu ciptaan musik/lagu kedalam suatu bentuk layanan Ring 
Back Tone (RBT) disediakan oleh Telkomsel. Kewajiban royalti atas penggunaan 
ciptaan pencipta langsung dibayarkan kepada pihak Perusahaan 
Rekaman/publisher yang mempunyai hubungan langsung dengan pencipta.  
YKCI sebagai kuasa pemegang hak mengumumkan (performing rights) 
dalam hal pemungutan royalti dari pencipta berhak dan  berwenang untuk menarik 
royalti dari user yang memanfaatkan ciptaan musik/lagu pencipta, namun YKCI 
tidak berhak menarik royalti kepada user yang juga merupakan pihak ketiga 
(Telkomsel) karena didalam klausul perjanjian antara Pencipta, Perusahaan 
Rekaman/publisher dengan Telkomsel telah disebut dan disepakati bahwa tidak 
ada lembaga manajemen kolektif yang berhak rmemungut royalti atas perjanjian 
dan hasil pengalihwujudan ciptaan musik/lagu tersebut. Berdasarkan analisis 
hubungan hukum berdasarkan  perjanjian antara masing – masing pihak tersebut 
dapat dilihat hak dan kewajiban serta kedudukan  para pihak dalam suatu 
kerjasama ekploitasi ciptaan musik/lagu sebagai analisis substansi perkara antara 
Pencipta, Perusahaan Rekaman/publisher dengan YKCI. Terlihat bahwa YKCI 
tidak berwenang untuk melakukan kegiatanya yaitu penarikan royalti terhadap 
pihak ketiga (Telkomsel) dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh 
Telkomsel dengan pihak peruhaan Rekaman/publisher. Hal tersebut yang 
menjadikan batasan kewenangan YKCI untuk memungut royalti terhadap suatu 
ciptaan khususnya dalam hal bentuk hasil pengalihwujudan (Ring Back Tone 
/RBT).  
 
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Dengan dasar pertimbangan bahwa perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam perkembangan ekonomi 
kreatif di dalam pemanfaatan hak cipta, serta mengingat teknologi informasi dan 
komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta 
tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang hak 
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cipta,10 pengaturan yang proporsional sangat diperlukan agar fungsi positif dapat 
dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Fakta tersebut dapat 
ditemukan dalam beberapa sengketa yang terjadi terkait dengan pemanfaatan 
karya ciptaan pencipta dengan menggunakan sarana perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi.  
Sehingga dalam mengakomodir kepentingan pencipta yang memenuhi 
unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif tersebut, maka Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia 
mengambil langkah konkret yaitu dengan melakukan pengesahan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengganti Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang baru. 
Langkah tersebut merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk 
melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan hak terkait sebagai unsur 
penting di dalam pembangunan ekonomi kreatif nasional membawa pertumbuhan 
ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi 
perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal tersebut dapat 
disimpulkan: 
Tabel Perbedaan antara Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun               
2002 dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2015 



















Pasal 87-93 (institusi 
yang berbentuk badan 
hukum nirlaba yang 
diberi kuasa oleh 
Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta, dan/atau pemilik 
Hak Terkait guna 
mengelola hak 
ekonominya dalam 
                                                          

























































Pasal 45-47 (dalam 
UUHC yang lama pihak 
yang berhak memberikan 
lisensi hanya pemegang 
hak cipta. Dan juga tidak 







Pasal 45 (dalam UUHC 
bentuk menghimpun dan 
mendistribusikan royalti) 
Pasal 88 (LMK harus 
memiliki ijin operasional 
yang diajukan kepada 
Menkum HAM dengan 
syarat-syarat yang telah 
ditentukan) 




royalti dari pengguna 
yang bersifat komersial) 
Pasal 80-86 (dalam 
UUHC yang baru pihak 
yang berhak memberikan 
lisensi kepada pihak lain 
adalah pemegang hak 
cipta atau pemilik hak 
terkait. Dan di UUHC 
yang baru ini juga diatur 
mengenai linsensi wajib 




dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan sastra. ) 
Pasal 80 (3, 4, 5) (dalam 
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5 Royalti yang lama tidak 
tercantum secara jelas 
pengertian mengenai 
royalti ini namun kata 
royalti disebutkan dalam 
pasal 45) 
UUHC yang baru diatur 
secara jelas mengenai 
pengertian royalti dan 
juga siapa yang berhak 
untuk menarik royalti 
tersebut dari para 
pengguna hak cipta atau 
hak terkait) 
 
Dalam kasus antara YKCI dengan PT. Telkomsel, berdasarkan Undang-
Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah diatur secara jelas 
mengenai kedudukan antara YKCI dan PT. Telkomsel. YKCI merupakan sebuah 
lembaga manajemen kolektif yang dapat menarik royalti dari para pengguna hak 
cipta. Namun dalam ketentuan umum Undang-Undang tersebut tidak menyebut 
bahwa lembaga manajemen kolektif adalah YKCI melainkan institusi yang 
berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa pencipta, pemegang hak cipta, 
dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk 
menghimpun dan mendistribusikan royalti.11 Diatur lebih lanjut dalam pasal (88) 
manajemen kolektif tersebut harus memiliki ijin operasional yang dikeluarkan 
oleh Menteri terkait. Ijin tersebut harus memenuhi beberapa syarat salah satunya 
harus memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) 
orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan/atau musik 
yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang 
untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau 
objek hak cipta lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Menajemen 
Kolektif berisikan 5 orang komisioner  yaitu Rhoma Irama, James Freddy Sundah, 
Adi Adrian, Imam Haryanto dan Slamet Adriyadie yang merupakan komisioner 
LMKN Pencipta sedangkan komisioner LMKN Hak Terkait yaitu Sam Bimbo, 
Ebiet G Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu dan Handi Santoso.12 
Sedangkan tugas dan wewenang LMKN berdasarkan peraturan Menkum HAM 
                                                          
11 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
12 Htpp://www.detik.com// diakses pada tanggal 20-01-2015 jam 17.25 
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No 29/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta 
Evaluasi LMKN yaitu:13  
a. Menyusun kode etik LMKN di bidang lagu dan musik 
b. Melakukan pengawasan terhadap LMKN di bidang lagu dan musik 
c. Memberikan rekomendasi kepada Menkum HAM untuk menjatuhkan sanksi atas 
pelanggaran kode etik yang dilakukan pengurus LMKN 
d. Memberikan rekomendasi kepada Menkum HAM terkait perizinan LMKN di 
bidang lagu dan musik yang berada di bawah koordinasinya 
e. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna 
kepada LMKN 
f. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, 
pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait 
g. Melakukan mediasi dan sengketa hak cipta dan hak terkait 
h. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menkum HAM  
Sehingga jelas di sini bahwa YKCI sudah tidak memiliki wewenang dalam 
menarik royalti kepada siapapun pengguna/users dari hak cipta termasuk 
telkomsel karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Menkum HAM 
tersebut sudah jelas bahwa yang berhak untuk menarik ataupun mengelola royalti 
adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.  
Namun apabila diumpamakan YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif 
yang berhak untuk menarik royalti kepada pengguna hak cipta maka berdasarkan 
posisi kasus yang telah dibahas penulis di atas dapat dilihat bahwa PT. Telkomsel 
telah melakukan perjanjian lisensi dengan pihak produser rekaman/produser 
Fonogram dalam hal ini sebagai pemegang hak cipta. Sehingga YKCI tidak dapat 
menarik royalti dari PT. Telkomsel karena sebagai pihak ketiga PT. Telkomsel 










Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa : 
1. Berdasarkan analisa penulis bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak 
YKCI tidak dapat diterima. Penulis berpendapat bahwa pihak tergugat yang 
diwakilkan oleh Dahuri selaku General Manager tidak memiliki wewenang 
mewakili YKCI di dalam atau di luar pengadilan. Hal ini karena posisi General 
Manager tidak diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2004 tentang 
Yayasan. Dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang diberikan 
oleh Ketua YKCI kepada Dahuri selaku General Manager dianggap tidak sah 
karena tidak memenuhi syarat yang diatur pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 
01 Tahun 1971.  Kemudian dalam hal seseorang yang diberikan surat kuasa 
umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak 
berwenang memberi kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil di pengadilan 
membela kepentingan perusahaan atau korporasi tersebut. Sehingga Dahuri tidak 
berwenang untuk memberi kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil dalam 
persidangan dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus F.H, SH dan kawan-
kawan yang tercantum dalam surat kuasa tertanggal 14 November 2006. 
2. Berdasarkan analisa penulis terhadap substansi dari putusan Mahkamah 
Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, YKCI tidak dapat menarik royalti kepada pihak 
Telkomsel. Hal ini dikarenakan pihak Telkomsel selaku pihak ketiga telah 
mengadakan perjanjian lisensi dengan Produser Rekaman selaku Pemegang Hak 
Cipta sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta yang baru saja disahkan oleh DPR RI sudah jelas diatur 
tentang kedudukan masing-masing pihak yang berperkara. Mulai mengenai 
definisi, cara pendaftaran, tugas dan wewenang dari Lembaga Manajemen 
Kolektif yang diatur dalam ketentuan umum dan pasal 87-93. Yang kemudian 
dalam peraturan Menkum HAM Nomor 29/2014 tentang Tata Cara Permohonan 
dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMKN telah dibentuk sebuah 
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Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang beranggotakan masing-masing 5 
komisioner dalam LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait. Sedangkan 
Telkomsel sebagai pihak ketiga telah memperoleh hak ekonomi untuk menjual 
lagu/musik berupa Ring Back Tone (RBT) dari produser rekaman sebagaimana 
dalam UUHC yang baru ini disebut sebagai produser Fonogram telah diatur dalam 
pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga 
YKCI tidak berhak memungut royalti dari Telkomsel. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan untuk 
perkembangan dan perlindungan hak cipta sebagai berikut: 
1. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menikmati suatu karya 
cipta diharapkan dapat memahami bahwa hak cipta itu juga merupakan Hak Asasi 
Manusia. Sehingga dalam menikmati suatu karya cipta pihak-pihak tersebut harus 
saling bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan baik demi untuk 
melindungi hak dari pencipta maupun pemilik hak terkait sehingga kedepannya 
tidak terjadi lagi seperti kasus antara YKCI dengan PT. Telkomsel. Dan sebaiknya 
sebelum menempuh jalur persidangan pihak-pihak yang memiliki kasus serupa 
untuk menempuh jalur damai.   
2. Dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak cipta harus 
lebih diperketat kedepannya. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang 
baru ini sebenarnya sudah cukup baik dibandingkan dengan Undang-Undang Hak 
Cipta yang lama. Hal ini karena dalam UUHC yang baru telah jelas diatur 
mengenai Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang melindungi hak-
hak dari pencipta maupun pemilik hak terkait dalam rangka bentuk perlindungan 
terhadap hak cipta. Namun tanpa adanya pengawasan yang baik pasti peraturan 
tersebut akan sia-sia. Sehingga kedepannya diharapkan dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya LMKN bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka 
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